LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara

a.

1.

DISKOM

Kapan DISKOMINFO Kota Semarang dibentuk dan apa yang menjadi
dasar berdirinya DISKOMINFO?

Apa peran DISKOMINFO dalam aplikasi Lapor Hendi? dan berada di
bagian manakah Lapor Hendi.dikelola di DISKOMINFO?

Mengapa bagian tersebut dipilih.untuk mengelola aplikasi Lapor Hendi?
Apakah terdapat (SOP)/ Surat Keputusan dalam DISKOMINFO
menjalankan-Lapor Hendi?

Menurut _perwal 34 tahun 2016 terdapat 7._mekanisme pengelolaan
pengaduan. Pada tahap.disposisi laporan dari DISKOMINFO, Bagaimana
proses disposisi ke’ (OPD)-dilakukan serta adakah laporan kepada atasan
sebelum melakukan disposisi?

DISHUB

Kapan DISHUB Kota Semarang dibentuk dan ‘apa yang menjadi dasar
terbentuknya DISHUB?

Dimanakah bagian yang mengelola disposisi pengaduan Lapor Hendi di
DISHUB?

Menurut’ Perwal 34 -tahun| 2016 terdapat 7 /mekanisme pengelolaan
pengaduan, 'dan DISHUB menjalankan tahap ke 3 hingga 6 yaitu
Disposisi pengaduan, pemeriksaan pengaduan, penyelesaian/tindak
lanjut pengaduan, serta-pelaporan. Apakah selama ini proses disposisi
berjalan lancar?

Bagaimana proses pemeriksaan pengaduan terkait DISHUB?
Paha“tahap penyelesaian pengaduan.terdapat waktu 30 hari kerja. Apa
yang dilakukan DISHUB pada pengaduan yang/tidak bisa selesai dalam
30 hari?. Apakah..pelapor tetap mendapat.informasi mengenai kendala
waktu tersebut?

Bagaimana cara DISHUB=memberikan info kepada pelapor terkait
pengaduannya, selama pengaduan tersebut diterima hingga di
selesaikan?

Apakah terdapat data bulanan/ tahunan tindak lanjut pengaduan Lapor
Hendi terkait DISHUB selama tahun 2018?

Seperti apakah laporan pengaduan yang disusun hingga kemudian
diberikan kepada Walikota melalui P3M?

Apakah terdapat (SOP) atau peraturan pemerintah yang mengatur
tentang tindak lanjut pengaduan?
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WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMA

PEDOMAN PENG

i

Walikota Semarang tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat tentang Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta Yogyakarta;




. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
Dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

ci
] tankdi W

1992 Nomor 89),
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
pembinaan dan pengawasan pemelenggaman Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5041);




10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor. 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomog, 76 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Pengaduan Peldyanan Publik (Lembaran Negara

tenta Pusat

Semarang (Berita Da

Nomor 11);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
TENTANG PELAYANAN PUBLIK




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerg ot

Perangkat Daerah adala : alf Dewan

10.

11,

12, Pelayanan publik ad
pemenuhan kebutuhs

undangan bag1 mas

13. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Online Rakyat yang
selanjutnya disingkat LAPOR adalah sarana interaktif masyarakat dengan
Pemerintah Daerah, berbasis media sosial untuk pengawasan
pembangunan.




14. Lapor Hendi adalah Sarana Pengaduan Masyarakat Kota Semarang atas
pelayanan publik yang disampaikan secara Online yang terintegrasi
dengan Lapor!-SP4N.

15. Short Messages System yang selanjutnya disingkat SMS adalah media yang
dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan melalui
SMS;

16. Media Sosial adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang
memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan.

17. Website adalah kumpulan dari berbagai macam halaman situs, yang

terangkum didalam sebuah domain atau j

18.

20.

21;

22.

23.

24,

menyampaikan peng df P:iy da.rLOPj,‘_B te:km
25. Terlapor adalah OPD MD yang diduga me penyi
pelanggaran.
26. Status selesai adalah apabila OPD déin,/atatf BUMD*Van# berwenang telah
menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat.
27. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta
mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme.




28. Etika dalam penanganan pengaduan masyarakat adalah norma dan asas
yang dipedomani dalam menjalankan tugas yang mengatur tentang sikap,
tindakan, ucapan dan perilaku bagi aparatur pemerintah yang menangani
pengaduan masyarakat.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik
dimaksudkan sebagai acuan bagi semuali, OPD dan BUMD dalam
bih terkoordinasi, efektif,

pengelolaan pengaduan masyarakat agar g
efisien dan dapat dipe j
dengan asas-asas u
perundang-undanga

(2

—

judniya pe ‘—‘,:—.u"ﬂ't:u-r';‘.
psi, Kolusi # ﬁ'\' ne

b. transparansi,

yang benar, jujur
penanganan pengadua
yang jelas;

c. koordinasi, yaitu melaksanakan kerja sama yang baik antar OPD dan/atau
BUMD yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan
prosedur yang berlaku;




d. efektifitas dan Efisien, yaitu kegiatan penanganan pengaduan harus
dilaksanakan secara berkualitas, tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan
biaya;

e. akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan harus
dapat  dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. objektivitas, yaitu kegiatan penanganan pengaduan harus berdasarkan
fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu;

g. kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan

ecuali bila ada hak atau

peraturan perundang-undangan yang berlak
kewajiban profesional atau hukum untuk

pelaporan; dan

pengarsipan.

BENTUK PENGADUAN
Pasal 5
Bentuk pengaduan masyarakat meliputi:
a. Pengaduan Lisan merupakan penyampaian pengaduan secara langsung
melalui datang langsung dan/atau telepon; dan




b. Pengaduan tertulis merupakan penyampaian laporan pengaduan melalui
surat, faximile, email, media cetak dan/atau media elektronik.

BAB VI
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Penanganan Pengaduan
Paragraf 1
Penyampaian Pengaduan

Pasal 6
(1) Pelapor yang berhak menyampaikan
kelompok masyarakat ma
Pemerintah Kota Se
(2) Pelapor dapat

BUMD.

adalah individu atau

pu badan

g baik dalam

langsung ke OPD dan

a. penerimaan pengal
pengaduan dan registras 2

b. penelaahan dan “pengklasifikas'
pemeriksaan substansi pengaduan,
seleksi;

c. penyelesaian pengaduan meliputi penyampaian penyelesaian kepada
pejabat terkait di lingkungan penyelenggara, menjawab melalui sistem
lapor hendi, pemberian informasi kepada pelapor, pelaporan tindak
lanjut dan pengarsipan; dan

evaluasi bukti dan

asi,




d. melaporkan setiap penyelesaian pengaduan kepada P3M.

Paragraf 3
Syarat —Syarat Pengaduan
Pasal 8
(1) Pengaduan secara lisan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. menyebutkan nama, alamat lengkap, nomor identitas dan nomor
kontak yang dapat dihubungi ;dan
b.uraian pengaduan yang ditandatangani dan dilengkapi data
pendukung.
(2) Pengaduan secara tertulis dibagi menjadi

a. non elektronik; dan

b. elektronik.

(3) Pengaduan secara_teftul i i S da ayat
A 2 ATg e
dilengkapi dengan pers berikut : =

a-vilisanh" sebagaima
pelapor, data

(1) Penerimaan dan
dimaksud dalam Pas
lokasi kasus dan mater;

A

(2) Penerimaan dan Pencatatan pengadiias caragatértulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi data pengaduan, data pelapor,
data terlapor, lokasi kasus dan materi pengaduan.




Bagian Ketiga
Disposisi
Pasal 11
(1) Disposisi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan
terhadap pengaduan secara lisan dan pengaduan secara tertulis.
(2) Disposisi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
disampaikan kepada OPD dan/atau BUMD terkait berdasarkan substansi
pengaduan.

terkait.
(2) Jangka wakt

(3) Tanggapan atasiapera

(4) Tanggapan atas l
sistem LAPOR dan
pengaduan didisposisika
tersebut.

(5) Admin penghubung OPD dan/atau BUMD terdisposisi bertanggung jawab
untuk menindaklanjuti setiap laporan pengaduan sesuai dengan tugas dan

fungsi serta kewenangannya.
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(6) Dalam waktu paling lama 10 ( sepuluh )hari kerja sejak pengaduan masuk
OPD dan/atau BUMD teradu wajib memberikan informasi perkembangan
penyelesaian pengaduan.

(7) OPD dan/atau BUMD wajib menyelesaikan setiap pengaduan paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

(8) Penyelesaian pengaduan dapat lebih dari 30 hari kerja apabila :

a. belum tersedianya anggaran; dan
b. diluar kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Keenag

Pelaksanaan Tindak Lanjut : Pengaduan :

a. terd;spimi bekanhung
p‘Eﬂga uan sesuai

b.

(o3

d.

atas pengaduan yang'd
(2) PB3M melaporkan pe

(3) Laporan pengelolaan pengaduan sebag imana d pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi kategori pengaduan, jumlah pcngaduan dan laju tindak
lanjut.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah
Daerah untuk peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.

11



Pasal 16

Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipublikasikan
sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Tim Pengelola
Pasal 17
(1) Pemerintah Daerah menyediakan saranagpefigaduan untuk mengelola

pengaduan melalui LaporHendi.

(©)

(4)

Pasal 18
Tim P3M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a mempunyai
tugas:
a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola
LAPOR!-SP4N di tingkat Nasional untuk ditindaklanjuti;

12



b. meneruskan pengaduan kepada Admin Penghubung OPD dan /atau BUMD
untuk ditindaklanjuti;

c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan
dalam lingkungan OPD dan /atau BUMD;

d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala setiap 3 bulan
sekali meliputi jumlah pengaduan yang diterima, OPD dan /atau BUMD
teradu pengaduan yang diselesaikan, dan pengaduan yang tidak
terselesaikan, menindaklanjuti penyaluran pengaduan kepada koordinator

, untuk diteruskan kembali

pengelolaan pengaduan Nasional LAPOR!- SP4N
i tidak sesuai dengan

apabila kategori pengaduan yang

kewenangannya.

Pelapor mempunyai hak:
a. mengetahui kebenaran [isi'sta
b. mengawasi pelaksanaa

d mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan publik;

e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki
pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar
pelayanan;

13



f. memberitahukan kepada OPD dan/atau BUMD untuk memperbaiki
pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar
pelayanan;

g. mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar
pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada atasan
penyelenggara;

h. mendapat pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat, tertib, dan tuntas
sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Paragraf 2
Kewajiban Pelapo

Pelapor memiliki kewajiban:

prosedur pelaya
b.ikut menjaga

Kewajiban Peny¢
Pasal 23
Penyelenggara yang menangani pengaduan masyarakat wajib :
a. melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan profesional;
b. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang —
undangan yang berlaku;

14



c. menjaga etika dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat;

d. mengembangkan inisiatif dan inovasi dalam perbaikan pelayanan publik;

e. menyerahkan seluruh dokumen dan laporan yang berkaitan dengan
pengaduan masyarakat kepada atasannya, apabila sudah tidak menangani
pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas; dan

f. menjaga kerahasian identitas pelapor dan terlapor maupun informasi dan
dokumen kepada pihak lain.

golongan;
b. menerima imbalsa

Pembiayaan untuk penanganan pengaduan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
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BAB IX
PENUTUP
Pasal 27
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
Bagi Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2010 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ly
BERITA DAERAH KOT. MARANJ TAHUN 017 NOMOR 3!:.{
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Report #11172574

BAB | PENDAHULUAN Latar Belakang SebagaiNegaraberkembang,

Indonesia tidak dapatdipisahkan dariKomunikasi Pembangunan.

A Ve urci
Zulkanm&-\lasutmnﬂ(omumk}lE’ﬁ_lé{jglah meh‘utfﬁ'eranf«fn fungsi
pertukara! deséﬂ"sefara tlpﬁ'{Wn'tMakya‘g fhbiliialam
pemban@ﬁan, terutlama}éfWrakaM@rmiah mulal"‘j‘rl
proses p{r{ncanaan,'beﬁ_n‘lmmmfa.é&ppﬁem bangL_IrIan.

Oleh karenaiitu, proses pembangunan harus dikomunikasikan secara baik oleh

pemerintah kepada masyarakat. Menurut Studi Witbur Schranm dalam buku
Komunikasi Pembangunan ZulkarimenNasution, komunikasi pembangunan
penting sekali untuk'masyarakat ketahui;karena pembangunanmerupakan
pokok utama untuk mengubah kehidupan seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan diatas dimaksudkanbahwa dengan adanyakomunikasi pembangunan
masyarakat dapat mengetahui untuksiapapembangunan itu dilakukan dan
menghindariterjadinya salah sangka di kemudian hari.Untuk mencapai
komunikasi pembangunan yang baik diperluhkan profesional aparatur negara
yang menangani yakni humas pemerintah. Menurut Pedoman Umum Tata
Kelolakehumasan dilingkunganinstansi pemerintah, humas pemerintah memiliki

tugas untuk melaksanakan komunikasi secara timbal balik antara pemerintah
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